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Perlindungan HaKI banyak digembar-gemborkan oleh negara maju (developed countries). Apakah negara berkembang seperti Indonesia ini memerlukan perlindungan HaKI? Makalah ini mencoba membahas pertanyaan ini dengan sisi pemikiran yang agak berbeda dengan kebanyakan tulisan lainnya, yaitu dari sisi anti-intellectual property. Secara singkatnya perlindungan HaKI yang berlebihan kurang cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa masalah yang terkait dengan hal ini diuraikan secara singkat.
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Pendahuluan
"The ideas of copy-left, or of a more liberal regime of copyright, are receiving wider and wider support," said Debora L. Spar, a professor at Harvard Business School. "It's no longer a wacky idea cloistered in the ivory tower; it's become a more mainstream idea that we need a different kind of copyright regime to support the wide range of activities in cyberspace."
Susan Crawford, a professor at the Cardozo Law School of Yeshiva University and an author of the report said that a growing number of business leaders are worried that the trend toward "equating intellectual property with physical property" might be hampering innovation.

"Bits are not the same as atoms," she argued, contending that the distinction is being blurred by Hollywood. "We need to reframe the legal discussion to treat the differences of bits and atoms in a more thoughtful way."

(New York Times, “Report Raises Questions About Fighting Online Piracy”. John Schwartz. March 1, 2004.  Tersedia secara online sebagai http://www.nytimes.com/2004/03/01/technology/01rights.html?ei=5007&en=9af7398941f1bbe5&ex=1393477200&partner=TECHDIRT&pagewanted=all&position=)

Pada awalnya perlindungan HaKI diberikan kepada penemu (inventor) sebagai insentif untuk melakukan penemuan atau inovasi-inovasi lainnya. Dia diberi hak monopoli untuk waktu tertentu atas temuannya tersebut. Adanya hak monopoli ini memungkinkan sang penemu untuk mendapatkan imbalan finansial atas usahanya. Namun nampaknya pendekatan imbalan finansial ini bukan merupakan motivasi utama (seperti adanya pendekatan free software dan open source yang akan dibahas pada bagian terpisah).

Perlindungan HaKI sendiri meliputi hak merek, cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Deskripsi dari masing-masing hal tersebut di luar dari lingkup makalah ini. Pembaca disarankan untuk membaca referensi lain mengenai hal ini. Makalah ini akan lebih difokuskan kepada permasalahan perlindungan HaKI yang berlebihan.
Permasalahan Perlindungan HaKI Yang Berlebihan

Pada mulanya pendekatan ini, memberikan hak monopoli pada penemu, dapat berjalan dengan baik karena tidak banyak orang yang mau menjadi penemu. Insentif dalam bentuk hak monopoli diperlukan. Namun saat ini dapat dilihat bahwa pendekatan ini sudah tidak tepat lagi.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perlindungan HaKI diharapkan menjadi salah satu daya tarik untuk mendatangkan investasi. Namun perlu diingat bahwa perlindungan ini mungkin akan lebih menguntungkan bagi perusahaan asing daripada perusahaan dalam negeri. Negara kita hanya akan menjadi pasar dan bukan menjadi produser. 

Berikut ini beberapa pandangan mengenai keburukan perlindungan HaKI, khususnya yang terkait dengan kemampuan negara berkembang.
Perlindungan HaKI Hanya Untuk Perusahaan Besar

Hak monopoli, perlindungan HaKI, sudah disalahgunakan (abused) sehingga tidak wajar lagi dan malah menghambat timbulnya inovasi baru – suatu yang justru diharapkan dari perlindungan HaKI. Pendaftaran paten, misalnya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga hanya perusahaan-perusahaan besar (yang notabene berasal dari luar Indonesia) saja yang mampu mendaftarkan paten. Beberapa tahun yang lalu saya menyempatkan melihat daftar paten yang tedaftar di Indonesia. Dari daftar tersebut terlihat bahwa pendaftar Indonesia hanya sekitar 10% saja. Sisanya adalah pendaftar dari luar negeri.
Dalam sebuah iklan produk elektronik, disebutkan bahwa untuk membuat digital camera, atau bahkan printer dibutuhkan lebih dari 1000 paten. Apakah mungkin sebuah perusahaan kecil di Indonesia dapat menghasilkan demikian banyak paten? Tentunya dia hanya dapat melisensi teknologi dari negara lain yang artinya biaya produksinya menjadi lebih mahal. Bagaimana industri di Indonesia dapat berkompetisi dengan negara lain jika barrier untuk masuk ke dunia tersebut sudah terlalu tinggi?

Kemudian jika pun ada pelanggaran paten, maka hanya perusahaan besar yang dapat mempertahankan diri. Seorang penemu miskin akan sulit mempertahankan karyanya. Dia tidak akan mampu membayar pengacara dan sidang-sidang yang berkepanjangan. Sementara itu perusahaan besar akan sanggup. Singkatnya, perlindungan HaKI ini hanya bermanfaat bagi perusahan besar saja.
Substansi Paten Kurang Bermutu

Substansi materi yang didaftarkan HaKI-nya pun menjadi kurang bermutu dan mengada-ada. Hal-hal yang sederhana yang seharusnya menjadi pengetahuan umum dan tidak layak menerima perlindungan paten, diberikan paten. Sebagai contoh, Amazon.com mematenkan 1-click purchasing
 dimana dengan satu click mouse, data seorang pembeli dapat langsung ditampilkan atau diikutsertakan dan diproses pembeliannya. Secara teknis ini diimplementasikan dengan menggunakan ”cookies” di web browser. Hal ini sangat sederhana dan telah dilakukan oleh banyak orang sehingga dipertanyakan mengapa diberikan paten. Adanya paten ini menyulitkan inovasi baru dalam dunia e-commerce.

Paten Software Menghambat Inovasi
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Paten di dunia perangkat lunak (software patent) mulai muncul dan menjadi bahan diskusi. Paten software ini baru diakui di beberapa negara, dimana Amerika Serikat salah satunya. Sebagai negara yang besar, tentunya mereka akan memaksakan hal ini ke negara lain. Negara lain belum mengakui paten software ini karena belum tahu implikasinya. India, sebagai sebuah negara penghasil software terbesar di dunia, belum mengakui paten software ini. Pada suatu diskusi dengan seorang patent officer dari India saya tanyakan mengapa hal ini terjadi, padahal India sebagai penghasil software terbesar. Dia mengatakan bahwa mereka belum mengetahui implikasinya (keuntungan) bagi negara India karena meskipun India penghasil software terbesar, sebagian besar softwarenya dipasarkan di luar negeri (ada kemungkinan malah merugikan India sendiri). Selain itu kemampuan teknis staf dari kantor paten belum mampu.
Apa yang dipatenkan dalam software? Bukankah software sudah dilindungi dengan copyright? Yang dipatenkan dalam software adalah algoritma atau langkah-langkah yang dieksekusi oleh komputer. Algoritma terkait dengan matematik, sehingga yang dipatenkan adalah rumus-rumus matematik. Ini meresahkan banyak orang. Bayangkan, untuk menggunakan rumus matematik harus meminta ijin atau membayar royality kepada orang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi malah justru akan terhambat. Algoritma adalah sebuah hal yang abstrak yang seharusnya tidak dapat dipatenkan
. Sebagai contoh dari rumus matematik yang dipatenkan adalah algoritma pengacakan data (encryption algorithm) yang dikenal dengan nama RSA, yang merupakan singkatan dari nama penemunya Rivest, Shamir dan Adleman. Algoritma RSA ini digunakan pada browser web (seperti Internet Explorer) dan server e-commerce. Untungnya paten algoritma ini sudah habis dan dapat digunakan oleh orang banyak tanpa masalah.
Contoh lain dari paten algoritma adalah algoritma Lempel-Ziv (LZW) yang merupakan algoritma yang banyak digunakan untuk proses mengecilkan ukuran (compression) dari gambar dan berkas secara umum. Sebagai contoh, gambar (image) yang banyak digunakan dalam situs dengan format ”GIF” menggunakan algoritma Lempel-Ziv ini. Unisys sebagai pemegang paten ini pernah mengancam situs-situs web dan pembuat software grafik yang menggunakan format GIF untuk membayar royality.  Itulah sebabnya saat ini banyak programmer software grafik yang menggunakan format lain (seperti format PNG) agar terhidar dari urusan paten Lempel-Ziv ini
.

Di Amerika sendiri paten software ditolak oleh banyak orang (khususnya para pakar, akademisi, di bidang ilmu komputer) dikarenakan akan menghambat inovasi. Profesor Donald Knuth, salah satu pakar di bidang software dari Stanford University,  memiliki banyak tulisan tentang hal ini
. Dia mengatakan bahwa, ”Computer programs are as abstract as any algorithm can be”. Ketakutan atas pelanggaran HaKI, khususnya paten software ini, membuat larinya perusahaan dan programmer dari Amerika. Mereka pergi ke negara yang tidak mengakui paten software untuk melakukan penelitian, eksplorasi, dan mengembangkan inovasi-inovasi baru. Dalam hal ini pihak negara Amerika yang dirugikan. Itulah sebabnya banyak para peneliti dan akademisi software di Amerika anti terhadap paten software ini.
Pada tahun 1990, sebuah perusahaan XyQuest membuat software wordprocessor yang bernama XyWrite. Software ini cukup populer di kala itu. Salah satu feature dari XyWrite adalah adanya ”automatic correction and abbreviation expansion”. Namun ternyata ada perusahaan lain yang mengklaim memiliki paten tersebut sehingga akhirnya feature tersebut ditarik dari software XyWrite tersebut. Dengan kata lain, pengguna yang mengalami kerugian karena hilangnya feature tersebut. Namun lebih jauh lagi, programmer atau perusahaan lain yang ingin menerapkan feature tersebut dalam produknya akan berpikir lebih jauh dan tidak mengimplementasikannya. Ini merupakan contoh inovasi yang tidak digunakan bahkan menghambat inovasi-inovasi lain.
Paten software tidak dikenal di Indonesia, dan mudah-mudahan terus demikian. Hal ini akan menguntungkan bagi programmer-programer dan perusahaan-perusahaan Indonesia yang akan mengembangkan software-software. Bahkan ini dapat menjadi daya tarik bagi programmer atau perusahaan Amerika untuk pindah ke Indonesia. Lingkungan yang memudahkan untuk berkreasi yang kreatif ini akan menguntungkan kita. Rugi bagi Amerika, untung bagi Indonesia.

Paten Menyebabkan Harga Menjadi Mahal

Di dunia farmasi, perlindungan paten yang berlebihan ini mengakibatkan harga obat-obatan yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh orang miskin. Penelitian hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan nilai jutaan dolar. Perlindungan HaKI pun hanya dimiliki oleh perusahaan besar ini yang kemudian tidak mau memberikan lisensi murah karena merasa telah mengeluarkan dana yang besar. Bagaimana pun juga, mereka adalah sebuah perusahaan yang harus mengejar keuntungan. Akibat dari hal ini adalah tidak dapat diproduksinya obat generik yang harganya murah.

Contoh kasus yang sempat mendapat sorotan di media masa adalah lisensi obat untuk AIDS. Penduduk Afrika Selatan dan India banyak terjangkit penyakit ini dan tidak dapat membeli obat karena harganya mahal. Pemerintah di Afrika Selatan dan India memaksakan compulsary licensing untuk membuat obat generik yang murah untuk mengatasi masalah ini. Perang antara perusahaan besar yang merasa memiliki HaKI dari obat ini dengan negara yang membutuhkannya menjadi sorotan
. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan hal ini, dimana kepentingan orang banyak lebih didahulukan daripada kepenting sebuah perusahaan besar saja.
Masalah Hak Cipta (Copyright) Software
Di Indonesia, masalah hak cipta menjadi masalah di dunia musik, video, buku dan software. Pada bagian ini saya hanya akan membahas masalah hak cipta di sisi software saja karena ini merupakan salah satu topik yang hangat akhir-akhir ini.
Indonesia saat ini termasuk dalam daftar negara yang perlu diperhatikan dalam hal pembajakan software. Software yang banyak dibajak adalah sistem operasi (operating system) Microsoft Windows dan software aplikasi lainnya seperti Microsoft Office untuk aplikasi perkantoran, Adobe Photoshop untuk memproses grafik, dan masih banyak lainnya. Kunci utama dari pembajakan software ini adalah karena mudahnya membuat duplikasi dari software.
Software disimpan dalam bentuk digital, yaitu sususan angka ”0” dan ”1”. Untuk menduplikasi software, cukup dengan meng-copy data-data tersebut. Salah satu keunggulan sistem digital adalah data-data dapat disimpan dan juga diduplikat secara sempurna tanpa pengurangan kualitas. Jika kita merekam kaset dari kaset, akan ada penurunan kualitas. Demikian pula jika kita mem-fotocopy dokumen kertas. Hasil fotocopy-an turun kualitasnya dari berkas aslinya. Namun jika kita membuat duplikat disket, CDROM, atau DVD, tidak ada perbedaan antara sumber aslinya dengan hasil duplikatnya. Teknologi untuk membuat data digital ini menjadi sangat murah sehingga sangat mudah dan murah untuk membuat duplikat software.
Problem utama dari pembajakan software adalah harga software asli yang sangat mahal dan diluar jangkauan dari kantong orang Indonesia, apalagi bagi mahasiswa yang paling banyak menggunakan software. Perusahaan software, yang notabene perusahaan besar di luar negeri, tidak mau menjual produknya dengan harga yang terjangkau oleh orang Indonesia. Harga sebuah sistem operasi atau program aplikasi bisa mencapai US$300. Sementara itu harga CD-ROM kosong (blank) hanya Rp. 3000,- satu kepingnya. Perbedaan harga yang demikian menyebabkan munculnya software bajakan.
Jika kita telaah lebih lanjut, dunia bisnis software ini merupakan dunia yang relatif ”baru”. Pada awal munculnya komputer, software biasanya dikaitkan (bundled) dengan perangkat kerasnya (hardware). Software pada masa itu memang lebih banyak dikembangkan oleh penggemar komputer (hobbyist) atau peneliti di kampus-kampus dan lebih banyak dipertukarkan secara gratis. Pada perkembangannya, software akhirnya dijual terpisah dari hardware dan mulai muncul bisnis software. Banyak orang yang masih merasa bahwa software seharusnya tetap gratis seperti jaman dahulu.
Free Software, Copyleft, Open Source

Alternatif lain terhadap perlindungan copyright yang terlalu berlebihan terhadap software mulai memunculkan gerakan free software, copyleft, dan open source. Gerakan copyleft merupakan gerakan anti terhadap copyright. Kata ”copyleft” sendiri merupakan pelesetan terhadap kata ”copyright”, dimana kata ”right” (yang diartikan sebagai kanan) digantikan dengan ”left” (yang diartikan sebagai kiri). Selain interpretasi sebagai kata arah pergerakan (kanan dan kiri), kata ”left” juga diartikan sebagai ”ditinggalkan” dimana karya yang copyleft tersebut harus ditinggalkan dalam bentuk sebelumnya dan tidak dapat diikutsertakan dalam copyright berikutnya.
Gerakan free software dimotori oleh Richard Stallman dari MIT yang merasa bahwa software seharusnya bersifat ”free”. Kata ”free” ini sering membuat kebingungan banyak orang karena dalam bahasa Inggris, kata ini memiliki arti dua; 1. free yang berarti gratis (tidak bayar), dan 2. free yang berarti bebas (berasal dari kata ”freedom”) . Stallman sebetulnya lebih memfokuskan kepada arti yang kedua, yaitu free sebagai freedom meskipun hampir semua implementasi free software adalah gratis. Di Indonesia, arti kedua ini diterjemahkan sebagai ”bebas”. Jadi ”free software” ini diterjemahkan menjadi ”software bebas”. Free software yang dikembangkan oleh free software movement ini dapat anda gunakan sesuka anda. Richard Stallman mengimplementasikan free software ini dalam bentuk software-software yang diberi nama GNU
.
Gerakan Open Source mulai terlihat dengan populernya sistem operasi Linux
 yang dikembangkan oleh Linus Torvals
. Sumber dari software, yang disebut source code, merupakan inti dari fungsi software. Source code inilah yang mulanya dianggap sebagai aset bagi sebuah perusahaan software sehingga dia dijaga mati-matian agar tidak dilihat oleh kompetitor. Gerakan open source justru membuka source code dari software-software yang dikembangkan sehingga dapat dilihat oleh siapa pun. Ada banyak manfaat dari pendekatan open source ini, yaitu antara lain; dapat dikembangkan oleh orang banyak, dapat diubah atau dikembangkan sendiri jika ada masalah, orang dapat melihat ide-ide atau cara mengimplementasikan dari sebuah software. Akibat dari keterbukaan ini banyak muncul software baru dan inovasi baru, yang justru menjadi tujuan dari perlindungan HaKI pada mulanya. Perlu diingat bahwa software yang open source bukan berarti harus gratis (tidak bayar) dan masih bisa menggunakan perlindungan copyright (bahwa code ini hak ciptanya dimiliki oleh sang programmer). Ini yang membedakan dia dengan free software yang memang benar-benar bebas.
Di sisi pengguna – khususnya di dunia pemerintahan – mulai ada perhatian kepada free software dan open source ini. Pemerintah, khususnya di negara yang berkembang, tidak sanggup membeli software untuk perkantorannya dan menggunakan software bajakan. Saat ini kebanyakan mereka membajak. Mulai diterapkannya perlindungan HaKI yang berlebihan ini memaksa mereka untuk mematuhi aturan sehingga mereka melakukan migrasi ke sistem yang free atau open source ini. Di negara yang sudah maju, isyu utama penggunaan free/open source software adalah adanya kendali terhadap source code. Mereka tidak ingin ada penyadapan / bugs / penyisipan kode pemantau / trojan horse dalam software yang mereka gunakan untuk kegiatan mereka (yang seringkali memiliki rahasia). Hal-hal seperti itulah yang membuat beberapa negara seperti Cina, Jerman, India, dan Israel untuk menolak penggunaan software proprietary (seperti Microsoft Windows) dalam sistem komputer mereka. Hal ini menjadi tantangan berat bagi perusahaan software proprietary / tertutup seperti Microsoft.
Masalah baru yang timbul di dunia software open source adalah adanya usaha dari perusahaan untuk membonceng kesuksesannya. Sebagai contoh, perusahaan Santa Cruz Operation (SCO) yang memiliki HaKI dari sistem UNIX merasa bahwa sistem Linux yang open source mencuri ide-idenya atau menggunakan HaKI dari UNIX. Untuk itu SCO merasa perlu menuntut
. Ini merupakan sebuah komedi baru. Tuntutan terhadap pelanggaran HaKI UNIX ini merupakan yang keduakalinya. Dahulu pemilik HaKI UNIX ini menuntut implementasi dari 386UNIX. Tuntutan tidak terbukti.
Selain jenis lisensi yang telah dijelaskan di atas, masih banyak jenis lisensi software lainnya seperti shareware, public domain, BSD-style, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi topik penelitian tersendiri.
Solusi?
Secara singkat, saya cenderung untuk mengambil kesimpulan bahwa perlindungan HaKI yang berlebihan ini kurang menguntungkan bagi negara seperti Indonesia. Tapi bagaimana kita mensiasati hal ini? Dalam pergaulan dunia, sangat sulit jika kita memiliki pendapat yang berbeda dengan negara besar. Sulit bagi kita untuk menghindari ”pemaksaan” untuk menerima ide perlindungan HaKI dari negara-negara besar. Hanya Cina yang tidak mau menerima dengan segera tentang perlindungan HaKI ini. Mereka tidak mau masuk ke WTO sebelum mereka siap. Setelah mereka siap, baru mereka menyatakan masuk WTO. Hal ini mungkin bisa dilakukan karena Cina adalah negara yang besar – baik dari ukuran fisik negaranya, jumlah penduduknya yang dapat dikatakan sebagai pasar.

Strategi yang dilakukan oleh Cina mungkin dapat dipertimbangkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan mendukung perlindungan HaKI hanya karena orang lain mengatakan bahwa kita harus ikut. Kita harus memperhatikan manfaatnya bagi negara kita. Namun kita juga tidak dapat menolak secara mentah-mentah. Untuk itu perlu dicarikan strategi yang elegan, dimana kita tidak mendapat hukuman dari negara lain dan pada saat yang bersamaan kita juga tidak dirugikan. Apakah mungkin kita mengundurkan waktu penerapan HaKI (dimana selama itu kita menyiapkan diri)?

Usaha untuk meningkatkan jumlah inovasi di Indonesia tentunya tetap harus dilakukan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti memberikan bantuan dan insentif bagi peneliti yang memiliki karya yang dapat dilindungi karya ilmiahnya. Menyatakan bahwa sebuah teknik atau temuan sebagai public domain juga merupakan pendekatan lain sehingga orang lain tidak dapat memantenkan hal-hal yang sudah merupakan bagian dari tradisi (kemampuan) bangsa Indonesia, seperti misalnya pembuatan tempe, batik, dan sejenisnya. Menjadikan sesuatu menjadi milik publik (public domain) memang kurang disukai karena tidak memiliki nilai ekonomis bagi penemunya. Akan tetapi pendekatan ini memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.
Pedekatan public domain ini dilakukan oleh Tim Berners-Lee yang mengembangkan HTML (standar dokumen) dan HTTP (standar protokol komputer) yang merupakan dasar atau fondasi dari World Wide Web (WWW). Dia dengan sengaja membuat karyanya menjadi public domain karena dia ingin karya ini menjadi manfaat untuk umat manusia, bukan hanya kepentingan dirinya sendiri
. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti Tim Berners-Lee ini.
Penutup

Tulisan singkat ini mudah-mudahan dapat memberikan padangan lain, khususnya pandangan dari anti (against)-intellectual property right, tentang masalah HaKI, khususnya untuk negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu kesulitan kita dalam menghadapi HaKI ini.

Pandangan anti-intellectual property right ini diperlukan untuk memberi keseimbangan informasi. Perlu ditekankan bahwa anti-intellectual property bukan berarti mendukung pembajakan atau pelanggaran terhadap HaKI, melainkan mengusulkan adanya alternatif pemberian insentif yang lain. Di dunia software, pendekatan free software, open source, dan public domain menunjukkan bahwa motivasi utama dari para inovator-inovator bukan lagi finansial.
Bahan Bacaan

Banyak bahan bacaan yang dapat diperoleh dari Internet. Berikut ini adalah sebagian dari bahan bacaan yang berhubungan dengan tulisan ini.
1. Situs web Groklaw, www.groklaw.net, banyak membahas masalah yang terkait dengan HaKI, khususnya yang terkait dengan kasus tuntutan perusahaan Santa Cruz Operation (SCO) terhadap pengguna sistem operasi Linux.
2. Donald Knuth on Software Patents. http://swpat.ffii.org/players/knuth/index.en.html
3. Situs web dari ”League of Programming Freedom” banyak membahas soal paten (dari sisi keburukannya) di http://lpf.ai.mit.edu/Patents/patents.html 
4. Anarchist Librarians Web – Against Intellectual Property http://www.infoshop.org/aip.html memiliki informasi mengani anti Intellectual Property. Informasi lain dapat diperoleh dengan menggunakan search engine di Internet dengan kata kunci ”against intellectual property”.
Mengenai Penulis
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� Extended version dari Materi Lokakarya Terbatas tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dan Pusdiklat Mahkamah Agung, Jakarta, 10-11 Februari 2004.


� Paten ini (“Method and system for placing a purchase order via a communications network”)  dapat dilihat di situs http://www.gnu.org/philosophy/amazonpatent.html


� Thomas Jefferson (1743-1826), salah seorang Presiden Amerika, mengatakan bahwa ide tidak boleh dipatenkan. Link berikut menunjukkan surat Jefferson kepada Isaac McPherson Monticello, pada tanggal 13 Agustus 1813. http://odur.let.rug.nl/%7Eusa/P/tj3/writings/brf/jefl220.htm


� Diskusi lebih lanjut mengenai paten GIF dan isyu yang terkait dapat dilihat di � HYPERLINK "http://lpf.ai.mit.edu/Patents/Gif/Gif.html" ��http://lpf.ai.mit.edu/Patents/Gif/Gif.html�


Di Amerika Serikat, paten LZW ini berakhir 20 Juni 2003. Sementara itu di negara lain masih belum berakhir.


� Tulisan Prof. Donald Knuth tentang paten software dapat dilihat pada situs web berikut ini: � HYPERLINK "http://swpat.ffii.org/players/knuth/index.en.html" ��http://swpat.ffii.org/players/knuth/index.en.html�. Knuth dikenal sebagai pakar software, pembuat software TeX, dan penulis buku “The Art of Computer Programming”.


� Berita mengenai ini dapat dilihat di � HYPERLINK "http://www.twnside.org.sg/title/twr131c.htm" ��http://www.twnside.org.sg/title/twr131c.htm�. 


On 19 April 2001, 39 drug trans-national corporations (TNCs), which had taken the South African government to court over patent laws, dropped the lawsuit unconditionally. The case had been filed by the Pharmaceutical Manufacturers’ Association of South Africa (PMASA), a body representing South African subsidiaries of the 39 drug TNCs. The Association challenged the Medicines and Related Substances Control (Amendment) Act which allows compulsory licensing and parallel importing of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) drugs and other drugs as well.


Compulsory licensing permits the South African government to license local companies to produce cheaper versions of drugs whose patents are controlled by foreign drug companies….


� Informasi mengenai Richard Stallman, Free Software Movement, Free Software Foundation, GNU, dan hal-hal yang terkait dapat diperoleh dari situs GNU: � HYPERLINK "http://www.gnu.org" ��http://www.gnu.org�.


� Informasi mengenai sistem operasi Linux dapat diperoleh dari beberapa tempat di Internet, salah satunya adalah di � HYPERLINK "http://www.linux.org" ��http://www.linux.org�. 


� Sebetulnya selain Linux ada beberapa software terkenal lainnya yang juga menggunakan lisensi dan metodologi pengembangan yang sama seperti Apache web server (� HYPERLINK "http://www.apache.org" ��http://www.apache.org�). Pengembangan software seperti ini dinaungi di tempat yang bernama Sourceforge (� HYPERLINK "http://sourceforge.net" ��http://sourceforge.net�). Silahkan kunjungi situs ini untuk melihat ribuan software open source lainnya. 


� Pembahasan mengani masalah tuntutan SCO terhadap sistem operasi Linux dapat dibaca pada situs Groklaw.


� Cerita mengenai Tim Berners-Lee dan sejarah tentang World Wide Web dapat dibaca dalam bukunya yang berjudul, “Weaving the Web” (Texere, 2000).
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